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Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel 

serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : 
 

Nama  : Dra. NINIK ISTITARINI, Apt., MPH 

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,  

                          Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA 

 

Nama  : H. ABDUL HALIM MUSLIH 

Jabatan : Bupati Bantul  

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA 

 

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran 

perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah 

ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target 

kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. 

 

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi 

terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam 

rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 
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LAMPIRAN I 

TABEL KINERJA 

TAHUN 2026 

 

Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian  

                                     Penduduk dan Keluarga Berencana 

Jabatan  : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,  

                                     Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

Tahun Anggaran : 2026 

 

No Tujuan/Sasaran 
Indikator 

Kinerja 
Satuan 

Target 

Tahunan 
Triwulan Target 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1. Mewujudkan 

kesetaraan gender, 

perlindungan 

perempuan dan anak 

menuju keluarga 

yang berkualitas 

Indeks 

Pembangunan 

Gender (IPG) 

Indeks 96,19 I 96,19 

II 96,19 

III 96,19 

IV 96,19*) 

  Indeks 
Perlindungan 
Anak (IPA) 

Angka 70,35 - 

71,50 

I 70,35 - 

71,50 

II 70,35 - 
71,50 

III 70,35 - 
71,50 

IV 70,35 - 
71,50 *) 

  Indeks 
Pembangunan 
Keluarga 
(iBangga) 

Angka 65 I 65 

II 65 

III 65 

IV 65*) 

  Total Fertility 
Rate  (TFR) 

Orang 1,55 I 1,55 

II 1,55 

III 1,55 

IV 1,55*) 

1.1 Meningkatnya 
pemberdayaan 
keluarga dan 
masyarakat dalam 
pembangunan 
berbasis kesetaraan 
gender 

Indeks 
Pembangunan 
Berwawasan 
Kependudukan 
(IPBK) 

Indeks 62 I 62 

II 62 

III 62 

IV 62*) 

1.2 Meningkatnya 
pemenuhan dan 

Rasio 
kekerasan 
terhadap 

Angka 26 I 26 

II 26 

III 26 

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
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No Tujuan/Sasaran 
Indikator 

Kinerja 
Satuan 

Target 

Tahunan 
Triwulan Target 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

perlindungan terhadap 
perempuan dan anak 

perempuan, 
termasuk 
TPPO (per 
100.000 
penduduk 
perempuan) 

IV 26*) 

  Rasio 
Kekerasan 
Terhadap Anak 
per 10.000 
Anak 

Angka 3,93 I 3,93 

II 3,93 

III 3,93 

IV 3,93*) 

 
Keterangan: 
1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan 

anggaran sebagai berikut: 
 

No Nama Program Anggaran 

1. 
Program Pengarusutamaan Gender dan 

Pemberdayaan Perempuan 
Rp.. 232.829.600,00 

2. Program Perlindungan Perempuan Rp.. 543.525.674,00 

3. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) Rp.. 176.943.480,00 

4. Program Perlindungan Khusus Anak Rp.. 628.231.440,00 

5. Program Pengendalian Penduduk Rp.. 42.250.000,00 

6. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Rp.. 5.587.920.292,00 

7. 
Program Pemberdayaan dan Peningkatan 

Keluarga Sejahtera (KS) 
Rp.. 219.247.500,00 

8. 
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 
Rp.. 5.936.155.657,76 

Jumlah Anggaran Rp.. 13.367.103.643,76 
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*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome. 
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LAMPIRAN II 

PENJELASAN KINERJA 

TAHUN 2026 
 

Tujuan : 

“Mewujudkan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak menuju keluarga 
yang berkualitas”                                                                 

Uraian Tujuan : 
 

Yang dimaksud dalam Tujuan kinerja “Mewujudkan kesetaraan gender, perlindungan 

perempuan dan anak menuju keluarga yang berkualitas” adalah sebuah tujuan atau visi 

yang ingin dicapai dalam konteks pembangunan keluarga dan masyarakat. Dengan demikian, 

tujuan ini ingin mencapai kesetaraan gender, melindungi perempuan dan anak, serta 

menciptakan keluarga yang berkualitas, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan 

kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara 

lain:  

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan 

enyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 17 menyebutkan bahwa Pembinaan dan 

pengawasan kepala daerah terhadap Perangkat Daerah dilaksanakan oleh gubernur 

untuk daerah provinsi dan bupati/walikota untuk daerah kabupaten/kota. Pembinaan dan 

pengawasan kepala daerah terhadap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dibantu oleh Inspektorat Daerah. 

- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul . 

- Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul. 

Indikator Kinerja 

Tujuan kinerja ini memiliki 4 buah indikator kinerja yang akan menggambarkan secara 
langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain: 

 

No Uraian Relevansi Formulasi Sumber Data 

1 Indeks 
Pembangu
nan 
Gender 
(IPG) 

Indeks 
Pembangunan 
Gender (IPG) 
adalah sebuah 
indikator yang 
digunakan untuk 
mengukur 
kesetaraan gender 
dalam 

IPG = IPM Laki-Laki 
dibagi IPM Perempuan 
dikali 100 

Badan 
Kependudukan dan 
Keluarga Berencana 
Nasional 
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No Uraian Relevansi Formulasi Sumber Data 

pembangunan 
manusia. Dengan 
demikian, IPG 
menjadi alat penting 
untuk memantau 
dan meningkatkan 
kesetaraan gender 
dalam 
pembangunan 
manusia. 

 Indeks 
Perlindung
an Anak 
(IPA) 

Indeks 
Perlindungan Anak 
(IPA) adalah 
indikator yang 
digunakan untuk 
mengukur tingkat 
perlindungan anak 
dari kekerasan, 
eksploitasi, dan 
penelikan. Dengan 
demikian, IPA 
menjadi alat penting 
untuk memantau 
dan meningkatkan 
perlindungan anak 
di Kabupaten 
Bantul. 

IPA = Rata-rata 
tertimbang dari semua 
indikator perlindungan 
anak 

Kementerian 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan Anak 

 Indeks 
Pembangu
nan 
Keluarga 
(iBangga) 

Indeks 
Pembangunan 
Keluarga (iBangga) 
adalah sebuah 
indikator yang 
digunakan untuk 
mengukur tingkat 
pembangunan 
keluarga di 
Indonesia. iBangga 
menjadi alat penting 
untuk memantau 
dan meningkatkan 
kualitas hidup 
keluarga di 
Kabupaten Bantul. 

iBangga = Rata-rata 
tertimbang dari tiga 
aspek utama kualitas 
keluarga 

Kementerian 
Kependudukan dan 
Pembangunan 
Keluarga/BKKBN 

 Total 
Fertility 
Rate  
(TFR) 

Total Fertility Rate 
(TFR) adalah rata-
rata jumlah anak 
yang akan dimiliki 
oleh seorang wanita 
selama masa 
reproduksinya (15-
49 tahun) jika dia 
mengalami tingkat 
kesuburan yang 

TFR = Rata-rata anak 
yang dilahirkan seorang 
wanita selama masa usia 
suburnya 

 

Sistem Informasi 
Keluarga (SIGA) 
BKKBN 
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No Uraian Relevansi Formulasi Sumber Data 

sama dengan 
tingkat kesuburan 
yang ada pada saat 
itu. 

Target Kinerja 

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja 
yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut: 

 

Indikator 
Kinerja 

Target Penjelasan 

Indeks 
Pembangunan 
Gender (IPG) 

96,19 Angka capaian IPG terakhir dirilis oleh Badan 
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional pada 
tahun 2024 dengan nilai 96,05 sedangkan data capaian 
2025 belum tersedia. Perhitungan target 2026 akan 
disesuaikan dengan capaian memperhitungkan 
capaian 2025 pada perjanjian kinerja perubahan 

Indeks 
Perlindungan 
Anak (IPA) 

70,35 - 71,50 Angka capaian IPA terakhir dirilis oleh Kementerian 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
pada tahun 2023 dengan nilai 70,30 sedangkan data 
capaian 2024 dan 2025 belum tersedia. Perhitungan 
target 2026 akan disesuaikan dengan capaian 
memperhitungkan capaian 2025 pada perjanjian kinerja 
perubahan 

Indeks 
Pembangunan 
Keluarga 
(iBangga) 

65 Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Tahun 2026 
pada dokumen RPJMD adalah 65 sedangkan realisasi 
Tahun 2025 adalah 64,5. 

Total Fertility 
Rate  (TFR) 

1,55 Total Fertility Rate  (TFR) Tahun 2026 pada dokumen 
RPJMD adalah 1,55 sedangkan realisasi Tahun 2025 
adalah 1,54. 
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Uraian Sasaran 1 : 
 

“Meningkatnya pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam pembangunan 

berbasis kesetaraan gender” 

Yang dimaksud dengan “Meningkatnya pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam 

pembangunan berbasis kesetaraan gender” berarti adanya upaya untuk Meningkatnya 

pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam pembangunan berbasis kesetaraan gender 

berarti adanya peningkatan kemampuan dan partisipasi keluarga dan masyarakat dalam 

proses pembangunan yang mempertimbangkan kesetaraan gender. Ini mencakup berbagai 

aspek, seperti: pemberdayaan keluarga, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan berbasis 

kesetaraan gender. Dengan meningkatnya pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam 

pembangunan berbasis kesetaraan gender, diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang 

lebih adil, setara, dan sejahtera bagi semua. 

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain: 

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 17 menyebutkan bahwa Pembinaan dan 

pengawasan kepala daerah terhadap Perangkat Daerah dilaksanakan oleh gubernur 

untuk daerah provinsi dan bupati/walikota untuk daerah kabupaten/kota. Pembinaan dan 

pengawasan kepala daerah terhadap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dibantu oleh Inspektorat Daerah. 

- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul . 

- Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul. 

Indikator Kinerja 

Sasaran kinerja ini memiliki 2 buah indikator kinerja yang akan menggambarkan secara 

langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain: 

No Uraian Relevansi Formulasi Sumber Data 

1 Indeks 
Pembangu
nan 
Berwawas
an 
Kependudu
kan (IPBK) 

Indeks 
Pembangunan 
Berwawasan 
Kependudukan 
(IPBK) adalah 
sebuah indeks yang 
digunakan untuk 
mengukur sejauh 
mana penduduk 
menjadi subjek dan 
objek dalam proses 
pembangunan. 
IPBK menjadi 
penting dalam 

Rata -rata geometrik 
dari 20 indikator yang 
berasal dari Kemenkes 
dan BPS 

Badan 
Kependudukan dan 
Keluarga Berencana 
Nasional 
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No Uraian Relevansi Formulasi Sumber Data 

menilai 
keberhasilan 
pembangunan yang 
ada di Kabupaten 
Bantul tidak hanya 
dari pertumbuhan 
ekonomi, tetapi juga 
dari keterlibatan 
penduduk dalam 
proses tersebut. 

Target Kinerja 

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja 

yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut: 

Indikator 
Kinerja Target Penjelasan 

Indeks 
Pembangunan 
Berwawasan 
Kependudukan 
(IPBK) 

62 Target indikator Indeks Pembangunan Berwawasan 
Kependudukan (IPBK) Tahun 2026 pada dokumen 
RPJMD adalah 62 sedangkan realisasi Tahun 2025 
adalah 61,7. 

 

Uraian Sasaran 2 : 
 

“Meningkatnya pemenuhan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak” 

Yang dimaksud dengan “Meningkatnya pemenuhan dan perlindungan terhadap 

perempuan dan anak” adalah meningkatnya pemenuhan dan perlindungan terhadap 

perempuan dan anak berarti adanya peningkatan upaya untuk memenuhi hak-hak dan 

kebutuhan perempuan dan anak, serta melindungi mereka dari berbagai bentuk kekerasan, 

penindasan, dan eksploitasi. Dengan meningkatnya pemenuhan dan perlindungan terhadap 

perempuan dan anak, diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil, setara, dan 

sejahtera bagi semua. 

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain: 

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 17 menyebutkan bahwa Pembinaan dan 

pengawasan kepala daerah terhadap Perangkat Daerah dilaksanakan oleh gubernur 

untuk daerah provinsi dan bupati/walikota untuk daerah kabupaten/kota. Pembinaan dan 

pengawasan kepala daerah terhadap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dibantu oleh Inspektorat Daerah. 

 

 

- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul . 
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- Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul. 

Indikator Kinerja 

Sasaran kinerja ini memiliki 2 buah indikator kinerja yang akan menggambarkan secara 

langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain: 

No Uraian Relevansi Formulasi Sumber Data 

1 Rasio 
kekerasan 
terhadap 
perempuan
, termasuk 
TPPO (per 
100.000 
penduduk 
perempuan
) 

Rasio kekerasan terhadap 
perempuan, termasuk TPPO 
(Tindak Pidana Perdagangan 
Orang dan Orang) per 
100.000 penduduk 
perempuan adalah sebuah 
indikator untuk mengukur 
jumlah perempuan yang 
mengalami kekerasan, 
termasuk perdagangan 
manusia, relatif terhadap 
jumlah penduduk perempuan. 
Indikator ini digunakan untuk 
memantau dan mengevaluasi 
upaya pencegahan dan 
penanganan kekerasan 
terhadap perempuan.  

Jumlah kasus 
kekerasan 
terhadap 
perempuan 
(termasuk 
TPPO) dibagi 
Jumlah total 
penduduk 
perempuan 
dikali 100.000 

Dinas 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan Anak, 
Pengendalian 
Penduduk dan 
Keluarga Berencana 

2 Rasio 
Kekerasan 
Terhadap 
Anak per 
10.000 
Anak 

Rasio Kekerasan Terhadap 
Anak per 10.000 Anak adalah 
ukuran yang digunakan untuk 
menunjukkan tingkat kejadian 
kekerasan terhadap anak di 
suatu wilayah. Rasio ini 
dihitung berdasarkan jumlah 
kasus kekerasan anak per 
10.000 anak di wilayah 
tersebut. 

Jumlah kasus 
kekerasan 
terhadap anak 
dibagi Jumlah 
total penduduk 
anak dikali 
10.000 

Dinas 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan Anak, 
Pengendalian 
Penduduk dan 
Keluarga Berencana 

Target Kinerja 

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja 

yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut: 

Indikator 
Kinerja 

Target Penjelasan 

Rasio kekerasan 
terhadap 
perempuan, 
termasuk TPPO 
(per 100.000 
penduduk 
perempuan) 

26 Target tersebut sesuai dengan dokumen cascading 
RPJMD Tahun 2025-2029. Terget 2026 adalah 26 
sedangkan realisasi Tahun 2025 adalah 28. 

Rasio Kekerasan 
Terhadap Anak 
per 10.000 Anak 

3,93 Target tersebut sesuai dengan dokumen cascading 
RPJMD Tahun 2025-2029. Terget 2026 adalah 3,93 
sedangkan realisasi Tahun 2025 adalah 4,06. 
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